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Ditetapkan :
Taneeal Terbit Direktur Rumah Sakit Daerah
&8 K.R.M.T. Wongsonegoro
02 Mei 2025
STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
dr. Eko Krisnarto, Sp. KK.
NIP. 19701227200604 1002
PENGERTIAN Tatacara dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi
publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan aksesibilitas
bagi penyandang.
TUJUAN 1. Kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap
informasi publik di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota
Semarang.
2. Meniadakan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang
disabilitas.
KEBIJAKAN Keputusan Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
Nomor 17 Tahun 2025 Klasifikasi Daftar Informasi Publik di
Lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
PROSEDUR 1. Pemohon Informasi publik penyandang disabilitas dapat

mengajukan permohonan informasi kepada PPID RSD K.R.M.T.
Wongsonegoro Kota Semarang secara langsung dan tidak

langsung.
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. Permohonan informasi publik secara langsung dilakukan

dengan mengisi formulir dengan dibantu oleh petugas jika ada

keterbatasan penyandang.

. Permohonan informasi publik secara tidak langsung dilakukan

dengan mengisi formulir online permohonan informasi publik di
website Silintas (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang)

yang dilengkapi dengan audio dan visual.

. Pemohon Informasi melakukan registrasi dengan melampirkan

kelengkapan sebagai berikut :

e KTP Pemohon Pribadi/ Pimpinan lembaga/ organisasi/
perusahaan

e Akta notaris/ SK dari Kemenkumham perihal pembentukan
bagi pemohon lembaga/organisasi

e AD / ART lembaga/ organisasi/ perusahaan

. PPID melakukan pemeriksaan kelengakapan permohonan

informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan

informasi publik telah terekam dalam Silintas.

. PPID Pelaksana menyiapkan dokumen informasi yang diminta

dengan mencari pada daftar informasi publik yang telah
dimiliki atau meminta kepada Bidang atau Bagian terkait

dengan permohonan informasi.

. PPID Pelaksana menyampaikan jawaban pemberitahuan

tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh)

hari sejak permohonan informasi dinyatakan lengkap.

. Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dilakukan

penambahan waktu 7 (tujuh) hari .
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9. PPID memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh
pemohon informasi dengan media yang sesuai keterbatasan
pemohon atau memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas.

10. Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID wajib
menyampaikan pemberitahuan yang didukung sarana dan
prasarana permohonan informasi publik dengan bantuan
media yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas, disertai alasan penolakan dan Surat Keputusan
Daftar Informasi Dikecualikan.

UNIT TERKAIT 1. PPID Pelaksana
2. Bagian Umum
3. Bagian Perencanaan dan Informasi
4. Bagian Keuangan
5. Bidang Pelayanan Medis
6. Bidang Keperawatan
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